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BUPATI SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e te n tu a n  Pasal 26 ayat (2) 
U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten ta n g  S istem  
P erencanaan  P em bangunan  Nasional dan  Pasal 264 ayat 
(2) U ndang-undang  Nomor 23 T ahun  2014 ten ta n g  
P em erin tah an  D aerah , perlu  m en e tap k an  R encana  Kerja 
P em erin tah  D aerah  K abupaten  S injai T ahun  2022;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  
d im aksud  dalam  h u ru f  a, perlu  m en e tap k an  P era tu ran  
B upati ten ta n g  R encana  K erja P em erin tah  D aerah 
K abupaten  S injai T ahun  2022;

1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun  1959 ten ta n g
P em ben tukan  D aerah  Tingkat II di Sulaw esi (Lem baran 
N egara R epublik  Indonesia  T ahun  1959 Nomor 74, 
T am bahan  L em baran N egara R epublik  Indonesia  Nomor 
1822);

2. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten ta n g
P enyelenggaraan  N egara yang  B ersih  dan  B ebas dari 
Korupsi, Kolusi dan  Nepotism e (Lem baran N egara 
R epublik  Indonesia  T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan 
L em baran N egara R epublik  Indonesia  Nomor 3851);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten ta n g
K euangan  N egara (Lem baran N egara R epublik  Indonesia  
T ahun  2003 Nomor 47, T am bahan  L em baran N egara 
R epublik  Indonesia  Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten ta n g  S istem  
P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran N egara 
R epublik  Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan 
L em baran N egara R epublik  Indonesia  Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah an Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
tei ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perù bah an atas Undang- 
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

^  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
105);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);
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11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pro vinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 314);

19. P era tu ran  G u b em u r Sulaw esi Selatan  Nomor 24 T ahun  
2021 ten tan g  R encana Kerja Pem erin tah  D aerah Provinsi 
Sulaw esi S ela tan  T ahun  2022 (Berita D aerah Provinsi 
Sulaw esi S elatan  T ahun  2021 Nomor 24);

20. P era tu ran  D aerah  Nomor 8 T ahun  2005 ten tang  
M usyaw arah P erencanaan  P em bangunan  B erbasis 
M asyarakat (Lem baran D aerah  K abupaten  Sinjai T ahun  
2005 Nomor 8);

21. P e ra tu ran  D aerah  Nomor 28 T ahun  2012 ten tang  
R encana T ata R uang W ilayah K abupaten  Sinjai T ahun  
2012-2032 (Lem baran D aerah  K abupaten  Sinjai T ahun  
2012 Nomor 28, T am bahan  L em baran D aerah K abupaten 
Sinjai Nomor 34);
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22. P era tu ran  D aerah Nomor 15 T ahun  2013 ten tang  
R encana Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah 
K abupaten  Sinjai ta h u n  2005-2025  (Lem baran D aerah 
K abupaten  Sinjai T ahun  2013 Nomor 15, T am bahan  
Lem baran D aerah  K abupaten  Sinjai Nomor 57) 
sebagaim ana  telah d iubah  dengan P e ra tu ran  D aerah 
Nomor 16 T ahun  2017 ten tan g  P e ru b ah an  Atas 
P e ra tu ran  D aerah Nomor 15 T ahun  2013 ten tang  
R encana Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah 
K abupaten  Sinjai ta h u n  2005-2025  (Lem baran D aerah 
K abupaten  Sinjai T ahun  2017 Nomor 16, T am bahan  
L em baran D aerah  K abupaten  Sinjai Nomor 115);

23. P e ra tu ran  D aerah Nomor 4 T ahun  2014 ten tan g  Sistem  
P erencanaan  Pem bangunan  D aerah (Lem baran D aerah 
K abupaten  Sinjai T ahun  2014 Nomor 4, T am bahan  
L em baran D aerah K abupaten  Sinjai Nomor 65);

24. P e ra tu ran  D aerah Nomor 2 T ahun  2019 ten tan g  R encana 
Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  K abupaten  
Sinjai T ahun  2018-2023 (Lem baran D aerah  K abupaten  
Sinjai T ahun  2019 Nomor 2, T am bahan  Lem baran 
D aerah K abupaten  Sinjai Nomor 129); sebagaim ana  telah 
d iubah  dengan P e ra tu ran  D aerah Nomor 2 T ahun  2021 
ten tan g  P erubahan  A tas P e ra tu ran  D aerah Nomor 2 
T ahun  2019 ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  
M enengah D aerah K abupaten  Sinjai T ah u n  2018-2023 
(Lem baran D aerah  K abupaten  Sinjai T ahun  2021 Nomor 
2, T am bahan  L em baran D aerah K abupaten  Sinjai Nomor 
167);

25. P e ra tu ran  D aerah Nomor 3 T ahun  2020 ten tan g  Pokok- 
Pokok Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran D aerah 
K abupaten  Sinjai T ahun  2020 Nomor 3, T am bahan  
Lem baran D aerah K abupaten  Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  D aerah ini yang  d im aksud  dengan:
1. D aerah adalah  K abupaten  Sinjai.
2. K abupaten  ad a lah  K abupaten  Sinjai.



3. Pem erin tahan  D aerah ad a lah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  oleh 
pem erin tah  d aerah  d an  dew an perw akilan rakya t d aerah  m e n u ru t a sa s  
otonom i d an  tu g as p em b an tu an  dengan  p rinsip  otonom i se lu as-lu asn y a  
dalam  sistem  d an  p rinsip  Negara K esatuan  Republik Indonesia  
sebagaim ana d im aksud  dalam  U ndang-U ndang D asar Negara Republik 
Indonesia  T ahun  1945.

4. Pem erin tah  D aerah ad a lah  B upati sebagai u n s u r  penyelenggara 
Pem erin tahan  D aerah  yang  m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  
yang  m enjadi kew enangan d aerah  otonom .

5. B upati ada lah  B upati Sinjai.
6. Perangkat D aerah ad a lah  u n s u r  pem ban tu  B upati d an  Dewan Perw akilan 

R akyat D aerah  dalam  penyelenggaraan  U rusan  P em erin tahan  yang 
m enjadi kew enangan D aerah.

7. B adan  P erencanaan  Pem bagunan  D aerah  yang  se lan ju tnya  d isingkat 
B appeda ad a lah  B adan  P erencanaan  Pem bagunan  D aerah K abupaten  
Sinjai.

8. R encana P em bangunan  D aerah adalah  tin d ak an  m asa  depan  yang tepat, 
m elalui u ru ta n  pilihan, dengan  m em perh itungkan  sum ber daya yang 
tersed ia  yang d ilak san ak an  oleh sem ua kom ponen dalam  rangka  m encapai 
visi, misi d an  tu ju a n  yang  m eliputi R encana P em bangunan  Ja n g k a  
Panjang  D aerah, R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah, 
R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah S a tu an  Keija Perangkat 
D aerah, R encana Keija P em bangunan  D aerah, R encana Pem bangunan  
T ah u n an  S a tu an  Kerja Perangkat D aerah.

9. R encana Pem bangunan  Ja n g k a  Pan jang  D aerah yang se lan ju tnya  
d isingkat RPJPD ad a lah  D okum en P erencanaan  P em bangunan  D aerah 
K abupaten  Sinjai yang m em uat visi, m isi d an  a ra h  pem bangunan  u n tu k  
jan g k a  w ak tu  20 (dua puluh) ta h u n , te rh itu n g  m ulai ta h u n  2005 sam pai 
dengan  ta h u n  2025;

10. R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  yang se lan ju tnya  
d isingkat RPJMD ad a lah  D okum en P erencanaan  P em bangunan  D aerah  
K abupaten  Sinjai yang m em uat pen jab aran  dari visi, misi dan  program  
Kepala D aerah u n tu k  jan g k a  w aktu  5 (lima) ta h u n a n , dengan berpedom an 
pad a  RPJPD se rta  m em perha tikan  RPJP N asional d an  RPJM Nasional.

11. R encana Kerja Pem erin tah  D aerah  K abupaten  Sinjai yang se lan ju tnya  
d isingkat RKPD adalah  dokum en p e ren can aan  pem bangunan  D aerah 
K abupaten  Sinjai u n tu k  periode 1 (satu) tah u n .

12. R encana Kerja Perangkat D aerah  yang se lan ju tnya  d isingkat Renja 
Perangkat D aerah  ad a lah  dokum en p e ren can aan  Perangkat D aerah  u n tu k  
periode 1 (satu) ta h u n .

13. Visi ad a lah  ru m u sa n  um um  m engenai k ead aan  yang d iinginkan pad a  
ak h ir periode perencanaan .

14. Misi ad a lah  ru m u sa n  um um  m engenai upaya  - upaya  yang akan  
d ilak san ak an  u n tu k  m ew ujudkan  visi.

15. S trategi ad a lah  langkah-langkah  berisikan  program  - program  ind ikatif 
u n tu k  m ew ujudkan visi d an  misi.

16. K ebijakan ad a lah  a ra h  a ta u  tin d ak an  yang diam bii oleh Pem erintah 
D aerah u n tu k  m encapai tu ju an .

17. Program  ad alah  in s tru m en  kebijakan yang  berisi sa tu  a ta u  lebih kegiatan 
yang d ilak san ak an  oleh in s tan s i pem erin tah  u n tu k  m encapai sa sa ra n  dan  
tu ju a n  se rta  m em peroleh alokasi anggaran , a ta u  kegiatan  m asy arak a t 
yang d ikoord inasikan  oleh in s tan s i pem erin tah .
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

M aksud d ite tap k an n y a  P e ra tu ran  B upati ini ya itu
a. m en jabarkan  a ra h a n  um um  RPJPD T ahun  2005-2025 d ikaitkan  dengan 

hasil kajian  m engenai isu -isu  stategis yang d iperk irakan  ak an  berdam pak  
te rh ad ap  penyelenggaraan  p em erin tahan  d an  pem bangunan  ta h u n  2010;

b. m engakom odasi pokok-pokok p ik iran  Dewan Perw akilan R akyat D aerah;
c. m engidentifìkasi k e b u tu h a n  m asy arak a t d an  m eru m u sk an n y a  m enjadi 

p rio ritas pem bangunan  daerah ; R ancangan  Awal RKPD K abupaten  Sinjai 
T ahun  2021.

d. m engidentifìkasi pe rk iraan  ketersed iaan  sum berdaya d an  d a n a  
pem bangunan  yang a k an  d ijad ikan  sebagai sa lah  sa tu  k ek u a tan  
pem bangunan ;

e. m em berikan a ra h  d an  sekaligus tolok u k u r  keberhasilan  pem bangunan .

*

r*

Pasal 3

T u juan  d ite tap k an n y a  P era tu ran  B upati ini yaitu:
a. tersed ianya  ru m u sa n  program  stra teg is dalam  ska la  p rio ritas yang lebih 

tajam  d an  m eru p ak an  indikasi program  APBD K abupaten  Sinjai pada  ta h u n  
anggaran  2022 m endatang;

b. tersed ianya pedom an u m u m  u n tu k  m ene tapkan  APBD T ahun  2022, 
b e rd asa rk an  k esep ak a tan  a n ta ra  Pem erin tah  K abupaten  Sinjai dengan 
DPRD yang m engacu pad a  visi, misi, tu ju a n  dan  sa sa ra n  dalam  RPJP d an  
RPJM, dengan  m em perha tikan  d an  m em pertim bangkan asp irasi 
m asy arak a t yang berkem bang d an  d isam paikan  m elalui lem baga ekseku tif 
d an  lem baga legislatif;

c. tersed ianya tolok u k u r  u n tu k  m engevaluasi pen ila ian  Kineija Pem erintah 
D aerah;

d. sebagai sa lah  sa tu  up ay a  u n tu k  m em bangun  kom itm en bersam a a n ta ra  
ekseku tif dan  legislatif te rh ad ap  program -program  pem bangunan  daerah  
yang ak an  dibiayai m elalui APBD pada  ta h u n  2022;

e. m endorong paritisipasi m asy arak a t m elalui kepastian  kebijakan dalam  
pem bangunan  jan g k a  pendek;

f. sebagai pedom an dan  a ra h  dalam  p en y u su n an  RAPBD T ahun  Anggaran 
2 0 2 2 ;

g. M enjadi a cu a n  bagi se lu ru h  SKPD K abupaten  Sinjai dalam  p en y u su n an  
R encana Keija S a tu an  Keija Perangkat D aerah  (Renja-SKPD);

h. m enjadi pedom an dalam  p e n y u su n an  KUA, PPAS d an  APBD T ahun  
A nggaran 2022;

i. m encip takan  kepastian  d an  sinerg itas p e ren can aan  program  kegiatan 
p em bangunan  a n ta r  w ilayah, a n ta rsek to r p em bangunan  d an  an ta rtin g k a t 
pem erin tahan ; dan

j. m ew ujudkan  efisiensi d an  efektivitas dalam  p e ren can aan  alokasi sum ber 
day a  da lam  pem bangunan ;
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BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4

RKPD T ahun  2022 ad a lah  dokum en p e ren can aan  ta h u n a n  yang d isu su n  
m elalui p roses inven tarisasi, klasifìkasi, sink ron isasi dan  seleksi u su la n  
p ro g ram /k eg ia tan  yang te rpadu  dalam  m usyaw arah  ren can a  pem bangunan  
d itingkat desa, kecam atan  d an  kabupaten .

Pasal 5

RKPD T ahun  2022 m eru p ak an  pedom an dalam  p e n y u su n an  Kebijakan Um um  
A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah  d an  R ancangan Anggaran 
P en d ap atan  dan  B elanja D aerah  K abupaten Sinjai T ahun  Anggaran 2022.

Pasal 6

RKPD T ahun  2022 berfungsi sebagai d a s a r /a c u a n  dalam  p e n y u su n an  
program  /k eg ia ta n  ta h u n a n , baik  yang dibiayai dengan  anggaran  pem erin tah  
D aerah  m au p u n  sum ber-sum ber lainnya.

Pasal 7

(1) Perangkat D aerah m elak san ak an  program  kegiatan  pem bagunan  T ahun  
2021 yang d ijabarkan  dalam  D okum en R encana Kerja Perangkat D aerah 
T ahun  2022.

(2) Perangkat D aerah m elakukan  konsu ltasi d an  koordinasi dengan BAPPEDA 
dalam  m elakukan  p e ren can aan  dan  m ele takkan  p rio ritas pem bangunan  
T ahun  2022.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

* Pasal 8

S istem atika  RKPD T ahun  2022 terd iri dari:
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.

BAB V.

BAB VI.
BAB VII

PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM RONDISI DAERAH
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
PENUTUP

Pasal 9

RKPD T ahun  2022 sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 8 te rcan tu m  dalam  
D okum en Lam piran yang m eru p ak an  bagian tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  
B upati ini.
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BAB V 
PENUTUP

Pasa! 10

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang m enge tahu inya , m em erin tah k an  p e n g u n d an g an  P era tu ran  
B upati ini dengan  p e n em p a ta n n y a  dalam  B erita  D aerah  K abupaten  Sinjai.

D itetapkan  di Sinjai 
pad a  tanggal 30 J u n i  2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan  di Sinjai 
pad a  tanggal 30 J u n i  2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 17

S alin an  S esu a i D en gan  A slinya

Pangkat : Penata  Tk.I/III.d


